BABIX

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan
2.1.1 Definisi Pajak

Istilah pajak vang dikenal ini bukanlah roerupakan istilah pajak
asing bagi rakyat I.ndornesia‘, bahkan kata itv menjadi kata baku dalam
bahasa Indcnesia. Tardapag beragam definisi pajak menurut ahli
dibidang kehidupan sehxzﬂ-ha:r:%.k (Nusmanfu ; 23)

Meaurut UU No.6 sahur 1983 tenfang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telab diubah dengan UU No.28 tahun
2007 Pasal 1 angka 1, Paj&% adaleh kontribusi \Wajib FPajak kepada
Negara yang terutang cleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan UU dengan ridak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negaréi bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. (Resmi, 2008 : 29}

Menurut Feldmann, fPﬁj@k adaiah prestasi yang dipaksakan oleh
dan terutang kepada penguasa dengan morma-nonmayag ditetapkannya
secara wnum, tanpa adsnys kontranrestasi dan semata-mata digonakan
untuk menutup peégelumm»-gﬁm gehearan woum.

Menurat Soené]itro, Pa}a};: adalah furan rakyat kepada kas Negara
berdasarkan UU dengan téci%k mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung digunskan untuk membayar pengeluaran umum.



umum, Berdasarkan penjelasan ciatas, maka pajak mempunyar cin-

cirinya sebagai berikut.

a. luran rakvat ke kes Megara veitu vang mempunyai hak melakukan
pernungutan pajak hanya Negara dengan alasan apapun pihak lain
tidak boleh memungut pajak.

b. Dapat dipaksakan karena sudah tertuang pada Undang Undang
yakni pelaksanaan pemungutan pajak harus dapat persetujuan dar
rakyat melals Undaag i;.Fmdangg .

c. Tidak mendapat imbalan secara langsung maksud nya adalah jasa
timbal balik yang di berikan rakyat kepada negara tidak secara
langsung di hubungkan dengar besar nyz pajak yg dibayar.

d.  Untuk membiavai pengeluaran pemerintah yakni atas pengeluaran
tersebut rakyat dapat merasakan manfaat pada umumnya

2.1.2 Jenis Pajak |
1. Jenis Pajak Menurai Golongan
a. Pajak Langsung
Pajak yang pembebsnannya tidek dapat dilimpahkan
kepeda pihak jlain dan harus Wajib Pajak sendiri vang
bersangkutan. Ccm@h : PPh
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada

pihak lain. Contoh -PPn



2. Jenis Pajak Menurut Sifat
a. Pajak Subyecitif
Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya dan
memperhatikan keadaan “Wajib Pajak. Contoh : PPh.
b. Pajak Objek:if
Pajak  yang  bergantung pada  objeknya  tanpa
memperhatikan keadaan Wanb Pajak. Contoh : PPn dan PBB
3. Jenis Pajak Menurut Pemungutannya
a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut cleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran Negara. Contoh : PPh, PPn,
PPnBM. Bea Materat.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintahk Daerah dan
digunakan untuk membizyai Rumah Tangga Deerah. Contoh
Pajak Kendaraan an@tof dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Reklame,Pajak Bumi dan Bangunan dan
sebagainya.

2.1.3 Asas-asas pemungutan pajak
1. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pemmingutan pajak berdasarkan literature yang ada

dapat ditemukan teori ientang asas-asas yang dianut baik asas

filosofi hukum pajak maupun asas pemungutan itu sendiri.
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Rochmat Soemitro mengatakan bahwa berdasarkan asas filosofi,
hukum asas peraungutan pajak terdiri dari
a. Asas Keadilan
Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam
masyarakat, maka tujuan hukum pajak pun adalah membuat
keadilan dicalam pemungutannya dan didalam
pembebanannyva. Asas keadilan i harus dipegang teguh oleh
pemeriniah baik c%éé.am pembuatan peraturan paak maupun
didalam pelaksalmz‘:ﬁéﬁfxya. Untuk mewujudkan keadilan dalam
pengenaan  pajak. kepada masyarakat ialah  dengan
mengusahakan pemungutan pajak tersebut secara umum dan
merata, Pemungutan yang vmum dan merata yang dimaksud
adalah bahwa pit::mungul pajak  harus  diselenggarakan
sedemikian rupa dengar prnsip-prinsip tertentu schingga
dapat diperoleh tckanan yang sama atas seluruh rakyat sesuai
dengan kemamnpuannya, yaitu dengzan melihat obyek pajak
yang dimiliki oleh Seﬁ&p Wajib Pajak. Pengenaan pajak adil
biia terjadi kezsem%xb&ngm antara hak dan kewajiban atau
adanya E:eseirz.zb.:mgm dan pengabdian. Hak tanpa kewajiban
adalah kerakusan dan sebaliknya kewajiban tenpa hak adalah
pemerasan. Demikian juga kekuasaan tanpa pengabdian adalah
kekacavan, sebualiknya pengabidan tanpa kekuasaan tidak

berdaya apa-apa.
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b. Asas Yuridis

C.

Menurut ‘Brotoditiatjo mengatakan bahwa “Hulym pajak
harus dapat _lneni%wrék;zn jaminan hukum vang perhu untuk
menyatakan keadilan y:%mg tegas. baik untuk Negara maupun
untuk wargamya. |

Dar penélapai t¥f§i§§iii@ diketahol bahwa seliap peraturan
pajak veng akan dibuat zf.”,iié’:h pemerintah harusfah berdasarkan
hukum: Perastgmm pc;‘piéj&i«.‘.an tersebut harus menjamin adanya
kepastian hukum dsduim:ﬁ pemungutannya baik terhadap Wajib
Pajak sendiri. Dengan ;a'i:;:nu_f«;zfm, drharaphan tidat adanva
pemungutan atas dasar sé'\wmmg—wmm g atau tindakan ¢ buar

peraturan dapat dicegal: -

Asas Ekonomis

Brotediharjo mengenivkalan bahwa, Tiada mungkm suatu
Negara nwnghsemiaﬁ{z menurunmya  kehidapan  ekonomi
masyarakat, make polidk pemungutan  pajaknva  harus
diusahakan supaya _ia:i@'l_gssll sampal meaghambat  lancarnya
preduksi dan; perdagangan. Harus diusahakan agar  tdak
menghalangi nﬁkyat ('laia.;';n usahanva menuju kebahagiaan dan
Jangan sampai ?aneru;;imﬁi kepentingan wnam

Berdasarkaa pendapat diatas. maka vang dimaksud depgan

asas ekonoms vaitu ;‘wu;"z;s;ztz,an pajak tdak boleh menggangeu

keseimbangan dalum Lelidupan perckononiian Masyarakat
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atau dengan kaw lain Negara tidak menghendaki bahwa
akibat pengama:\m: pajak perckonomian masyarakat menurun.,
Maka dalam hal ini, fimgs: pajak vang mengatur (regulerend)
yang dipentingkan untak menentukan politik perekonomian.
d. Asas Finansizai
Asas ini menstikberatkan pada fungsi pajak budgetair, yaitu
mengusahakan usng sebanyak-banyaknya ke kas Negara.
[Dalam pemungutarn pajak harus diusahakan bahwa biaya
pemungutannva  lelah  keeil danpada jumiah pajak  yang
dipungut sehingga dengan hasil yang diperoleh itulah vang
diharapkan unwuk Iﬁe::.mbi&y&i pengeluaran-pengeluaran Negara
dalam penyeienggwa pemerintah,
2.1.4 Fungsi Pajak
Pajak mempunyal dua: fimgsi yaito fungst budgetair (sumber
keuangan Negam&) dan iiﬁ#.igsi regulerend (mengatur), yang dapat
dijelaskan seoagai berikut - |
a. KFungsi Budgetair (Su!ﬁh@i‘ Keuangan Negara)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeiuaran-pengczﬂiuam;nny& sebagai contoh yaitu dimasukkannya

pajak dalam APBN sebagai penermaan Dalam Negeri
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b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak  sebagai  alat untuk  meagatur  atau  nelaksanakan
kebijaksanaan pemeriatah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh yang dikemukakan oleh Waluyo (2006:6) :

a. Pajak yang tingg: dikenakan terhadap minuabn keras untuk

mengurangi Konsumst nunumarn Keras,

b. Pajak. vang tmggl dikenakan terhadap barang-barang

mewah untul: mengurangt gaya hidup yang konsumtif.

c. Tanf pajak uvniuk ckspor sebesar 0% untuk mendorong

ekspoy.
2.1.5 Syarat Pemunguéan Fajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka
pemungutan pajak  hsrus  memenuhi  beberapa syarat.  Syarat
pemungutan pajak menurut Mardiasmo, dalam buku Perpajakan Edisi
Revisi (2009 : 2), diants&rm@a :
a. Pemungutan pajals haros adil (Syaret Keadilan)
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (Syarat Yuridis)
c. Tidak mengganggu p@%@karmmian (Syarat Ekonomis)
d. Pemungutan ngak harus efisien (Syarat Finansial)
e. Sistem pemumgutan pajak harus sederhana.
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajaic
Menurut Mardiasmo (2009 @ 7-8), sistemn pemungutan pajak terbagi

nienjadi 3, yaitu :
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Sedf Assessment System
Suatu sislem pemungutzn pajak vang memberikan wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendin besarnya pajak
yang terutang, Ciri-ciri
a. Wewenang untuk menentukan besamya pajak yang terutang
ada pada Wayib Pajak sendiri.
b, Wajb payak akof mulai dar menghitung, membayar dan
melaporkan sendizi pajek yang terutang.

Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

&

Official Assessinent System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memben wewenang
kepaca pemerintab (Fiskos) untuk menentukan besarnya pajak
vang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri :
a.  Wewenang uatuk mensntukan besarnya pajak terutang ada
pada Fiskus.

b, Wajib pajak bersifat pasif.

©

Utang pajak timbul satelah dikeluarkan Surat Ketetapan

Pajak oleh Fiskus

Witholding Tax System

Suatu sistem pe:niunguiﬁ:sm pajak vang memberl wewenang
kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan), votuk menentukan besamya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak. Ciri-cir -
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a. Wewenang dalam  menentukan  besammva pajak  vang
terutang adz pada pihak ketiga selain Wajib Pajak dan

FFiskus.,

2.1.7 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalak orang atau badar yang sckaligus memenuhi
syarat subjektif dan objektif. Pengertian Wajib Pajak berdasarkan UU
RI NO.6 Tahun 1983 scbagaimana telah diubah dengan UU No.9
Tahun 1994 dan UU Ne.i6Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, yvaitu “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan yang menurui Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan diten_lukam antuk  melakukan  kewajiban  perpajakan,
termasuk pernungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Adapun pengertion Badan menurui pengertian diatas adalah
sekelompok orang atau miodal yeng merupakan kesatuan baik yang
melakukan wusahz yang melipuii Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, BUMN!BU?V%& dengan pama dan dalam bentuk apapun,
Fimma, Koperasi, Drana Zi*ﬁ-ngmmf, dant bentuk lainnya.

2.2 Tinjauan Pajak Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak c%ae:m%‘% menurut Undang-undang Ne 34 Tahun
2000 sebagaimana telan céiu:"mh dengan Undang-undang No 8 Tahun
2009 yaitu pajak daerch fyang selanjuinya disebut pajak adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan
sidak mendapatkan Gmnbalan sceare langsung dan dgunakan untuk
keperluan daerah bagi scbesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Tony Marsvalirul (2004:5) © Pajak daerah adalah pajak
vang dikelola oleh pemerintah daerah (balk pemerintah daerah TK.I
maupun pemerintah daerah TK 1) dan hasil di pergunakan untuk
membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Menurut Marihot P. Siahaan {2005:10) : Pajak daerah merupakan
pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah
(Perda), vyang wewensng pemungutannya dilakasanakan oleh
Pemerintah  Daerah  dan  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai
pengeluaran pemerintah daersh delam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Munculnya istilab pajak dacrah adalah konsekuensi logis dari
adanya pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat
maupun daerah sehingga beberapa tugas pemeriniabh pusat pun
didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Pemberian kewenangan ini
untuk menarik pajak daersh vang merupakan salah satu aspek penting
tercakup dalam deseniralisasi fiskal pada sisi penerimaan pajak.
Disamping itu, pajak daerah juga salah satu sumber pendapatan yang
peuting untuk daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan: daerah, vang merupakan salah satu bentuk peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem perpajakan
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dacrah sebenarnya bagian vang tidak dapat dipisahkan dar sistem
perpajakan vang berfaky secara nasional.

Dengan adanya otonom: daerah maka setiap daerah diperbolehkan
mengembangkan kreatifites uniuk mencemukan sumber-sumber pajak
baru bagi daerah tersebur. Berkaitan dengan hal int membutuhkan
keberanian dari aparat untuk menemukan sumber pendapatan daerah
dart pajak.Hanya saja periv diperhatikan jangan sampat sumber-sumber
pendapatan daerah ini berbenturen dengan jenis-jenis pajak yang telah
ditetapkan oleh pusat.

2.2.2 lenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan dari pengertian diatas maka pentingnya mengetahui
apa itu jenis-jenis pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28
Talun 2009, jenis jenis pajak daerah kabupaten/kota terdir dari 11 jenis
pajak yaitu :

1. Pajak Hotel
Adalah pajak stas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Karena hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristiraliatan termasuk jasa terkait lainnya dengan

dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma periwisaia, persanggahan, rumah penginapan

dan sejenisnya.
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Pajak Restoran

Adalah pajuk atas pelayanan yang disediakan restoran.
Artinya restoran adalah fa:.;ﬁi.i‘fas penyedia makanan dan minuman
dengan dipungut h.ay:sarem vang mencakup juga rumah makan, kafe,
kantin, warung, bar, dan sejenisnya,
Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyekenggaraan hiburan Dalam hal ini
hiburan adalah serwua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan
keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.
Pajak Reklame

Adalah pajak atas: pemyelenggamau reklame. Reklame yang
dimaksudkan disin: vaitu bexn_da, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnys dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau  untuk
menatik perhatian umum terhadap barang/jasa , orang atau badan,
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh
umum.
Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas pemgguﬁmu tenaga listrik, baik vang dihasilkan

sendirl maupun diperoleh dari sumber lain.
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Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Yattu mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud didalam peraturan  perundang-undangan di  bidang
nuneral dan batubara
Pajak Parkir

Adalah pajak awms penyelenggeraan tempat parkir diluar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediaken sebagal suatu usaha, termasuk penyediaan
termoat penttipan kendaraan bermotor,
Pajak Air Tanah

Acalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan.
Pajak Sarang Burung Walet

lalah pajak afas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung wallet,
Pajak Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan

lalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan bangunan maksudnya adalah
perbuatann  atau  perisiiwa  hukum  yang mengakibatkan
diperolelnya hak ates tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau
badan.

Pajak Bumi dan Bangunan
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Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan olch orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan,

2.2.3 Tolok Ukur untulc menilai pajak daerah
Dalam pengelolaan pajak caerah agar sesuai dengan makna
pelaksanaan otonomi daez'a..lp?pc.:mamfa&ta:mya harus diupayakan untuk
pelayanan kepada sekfor pajak vang bersangkutan. Apabila pembayar
pajak daerah dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan
timbul kesadaran. untuk raelakukan pembayaran scara teratur dan
sukarela. Secara wminn perpungutsn pajak daerah harus dilihat dan dua
sisi yakni hasil guna dan.dava guna bag pemerintah daerah dan
masyarakat daerah bersangkutan.
Paling tidak ada lima tz:ﬁz:xf%{ ukur untuk menilai pajak daerah yang
ada yaitu ;
a. Hasil (yield)
o Memadai tidaknva hasil suatn pajak dalam kaitan dengan
berbagai layanan vang dibiayainya
e Stabilitas dan mudah tidaknys memperkirakan besar hasil itu
e Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk

¢ Perbandingan hasil psjak deagan biaya pungut
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b, Keadilan (equity)

e Dasar pajak dan ka:wajibam membayar harus jelas dan tidak
SeWenang-wenang

e Pajak vyang bersangkuran harus adil secara honzontal artinya
beban pajak;hamsia'&@, sama kenar antara berbagai kelompok yang
berbeda tapi.dengan ks;éiudukan ekonomi yang sama.

e Adil secara verttkal artinyz kelompok yang memiliki sumber
ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih
besar daripada kelompok vang tidak memiliki sumber daya
ekonomi.

¢. Daya guna ekonomi {economic efficiency)

= Pajak hendaknya I'm::ndcemﬂg pengguna sumber daya secara
efisien dan efektif dalam kehi dupan ekonomi.

* Mencegah jangan sampal pilihan konsumen dan pilihan produsen
menjadi salah arabh atau crang menjadi segan bekerja atau
menabung dan memperkeci! beban lebih pajak,

d. Kemampuan meialmanakzjm (ability to implement)

e Pajak bharus dapat dilaksanakan dan sudut kemauan politis dan
kemauan tata usala

e Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat
dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah,
kemudahan data potens: objek pajak akan memberikan optimasi

pemungotan pajak daerah.



s Kemampuan pahiis diperlukan dalam pengenaan
pujak.menetapkan struktur carif, memutuskan siapa vangharus
membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut
pajak secara fisik den memakssakan sanksi terhadap para
pelangpar.

¢ Kecocokan sebagai Sumhm Penerimaan Daerah

e Haruslah jelas kepada daerzh mana suatu pajak harus dibayarkan,
dan tempat merungut pajak sedapat mungkin sama dengan
tempat akhir beban pam%

o Pajak tidak dapat céi.ﬁ;indari dengan cara memindahkan objek
pajak dari suaru daerah ke dasrah lain.

¢ Pajak 11eudznhlya tidak menicabuikan beban yang lebih besar dari
kemampuan tata usaha pajak daerah

2.3 Tinjauan Pendapatan Asli Daerah -
2.3.1 Pengertian Pendapétan daerah

Pengertian pendapatan ;afs‘ii daerah (PAD) berdasarkan Undang-

undang Nomor 33 Tahun ;2(}_{}4 Tentang perimbangan antara Pusat dan

Daerag pasal / angka |8 babwa “Pendapatan asli daerah selanjutnya

disebut dengan PAD a.dsdaﬁ pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan p«z;*a‘éumn daerah sesuai dengan perundang-

undangan.”
Menurut Abdul Halim :('_12004?:’94) pendapatan asli daerah (PAD)

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
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wilayahnya sendin yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undargan yang berlaku.

Menuru: Herlina Rahman (2005 = 38) Pendapaian asli daerah
merupakan pendapatan daerab yang bersumber dari hasil pajak daerah,
hasil distribusi, hasil pengeloiaan kekavaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan ashi a:i:f;emh yang sah dalam menggali pendanaan
dalam pelaksanaan otoda sebagar perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli deerah {P AL} merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak  daerah, hasil retubusi daerah, hasil
pengelolaan  kekayaan daacrah. yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan 2sli daerab yarig sah yang bertujuan untuk memberikan
keluasaan kepada daerah dalam  menggali pendanaan dalam
pelaksanaan  oionomi  daerah  sebagai  mewujudkan  asas
defsentralisasi‘(PenjeEas&n U No.33 Tahun 2004)

2.3.2 Sumber Sumber Pendapatan Dacrah
Adapun sumber-sumber pendapaian asli daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nt)‘?yiz Tahun 2004 pasal 157 yaitu :
1. Hasil pajak daerah
Yaitu pungutan dagrah menurut perztaran yang telah ditetapkan
olel daerah untuk pﬁﬁmbia}faan rumah tangganya sebagai badan
publik. Pajak daerah se&:;)fzgai pungutan yang dilakukan pemerintah

daerah wvang pads akhir nya hasil tersebut digunakan untuk
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keperluan umum yeng alas jasanya tidak langsung diberikan
sedangkan pelaksaannya dapa: dipaksakan.
Hasil Retribusi Dacras

Sumber pendapatan da;iée::rah yang penting lainnya adalah
retribusi  daerah. P@;}gm’tiaﬁ retribusi daerah dapat ditelusuri
berdasarkan pendapat parzi ahh seperti Joseph Kaho Riwu
(2005:171) retribusi decrah adalah pungulan daerah sebagai
pembayaran pemakaﬁm atau karena memperoleh jasa peketjaan,
usaha, atau milik dasrah untuk kepentingan umum, atau karena
jasa vang diberikar Cﬂiﬁ;h 5&.@1’&1& baik langsung maupun tidak
langsung.

Dari pendapar dﬁatasé dapat ditkhtisarkan cirri-ciri pokok

retribusi daerah yaimni ¢ |
a. Retribusi dipungut oleh duerah
b. Retribusi dikenakan k@ada siape saja yang memanfaatkan

Jasa yang sudzh dﬁs@iiak@& dacrah.
Hasil Pengelolaan kekayaan dzerah yang dipisahkan

Untuk mencukupi k.«étbum_lmn pembiayaan rumah tangga daerah
yang relatif culaup besar, maka kepada daerah juga diberikan
sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan SEESl:lzli dengan UU No.32 Tsahun 2004.
Kekayaan daerah yaaggfd;ipi@hkarz berartl kekayaan daerah yang

dilepaskan dan penguasaan L:unum vang dipertanggung jawabkan
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melalul anggaran belanja daerah dan yang dimaksudkan untuk

dikuasal dan dipertan ggung jawabkan sendin.

Berdasarkan ha! mi, perusahaan daersh merupakan salah satu
pendapatan daerzh dilihat dar segi hasil laba perusahaan yang
modal untuk- seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan
yang dipisabkan. Walaupun begitu sifat utama darn perusahaan
dacrah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi
justru dalam memberikan jasa dan raenyelenggarakan kemanfaatan
umurn, Dengan kata lein perusahaan daeeah menjalankan peran
ganda yang harus seimbsng vaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi.
Secara terperinci, menuwrut. Pratikno (2002:35) mengemukakan
sejumlah alasan yang melatarbelakangi  perfunya dibentuk
perusahaan daerab yaku :

a. Orientasi profit.

b. Oneatasi .non profif, apmiara lain untuk membenahi market
farlure dan fungst sasial.

c. Komitmen ‘reﬂmd@ peiencanaan  pembangunan ekonomi
Nasional jangka pﬁnjazzg menggeser ekonomi kapitalis ke
sostal.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sab
Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-

undang No.33 Tahun 2004, selanjutnya disebutkan juga dalam



pasai & avar{2) Undang~undang No 33 Tahun 2004 bahwa Lain-

lam Pendapatan Asli %‘ﬂ?zém‘sh (FAD) yang sah meliput; -

a. Haul pmﬁuu]aiz %«;.@Ea;;{z};z‘;:;m dacerah yany tidak dipisahkan

b. Jasa giro .

¢. Pendapatan bungs

d. Komisi. potongan. mtaupul bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan .dan jasa oleh daerah.

Keempat komponen: lamn-lain pendapatan asli daerah tersebut
merupakan  sumber ig;«zfzumg;ﬁm daerah  dan  masing-masing
memberikan kontribus: ;bagi penerimaan pendapatan asli daerah
{PAD). Berdasarkan 1} i“"\m 3? tahun 2004 yang dimeaksud dengan
“Lain-fain Pex}dﬂpaﬂm %21 Dasrah (PAD) yang sabh’™* anatara lain
penerimaan déemh diluar pajaic dan retribusi daerali seperti jasa
giro, hasil penjualan zm@ daerah Sumber PAD yang sah adalah
dinas-dinas daeralt ng;mh serta pendapatan-pendapatan lainnya
yang diperoiei} secara sali oleh pemenmtah daeral.Peperimaan
lain-lain sehagai szm&bef pendapatan asli daerah dalam APBD
mencakup bethagai jenés?g&enemﬁnaam dart hasil penjualan alat-alat
dan bahan siaﬁé, penerim;;mn dari sewa bunga pijaman bank dan
giro, dan penerimaan cie‘fi'zéi& yang dipikul kentraktor.,

Menumut Kaho se :;z%%ig:;mﬁ dinas-dinas daerah fungsi utamanya
adalah  memberikan g}%ﬁa&}farmll terhadap masyarakat tanpa

memperhitungkan uniung rugi, tapi dalam batas-batas tertenta
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tertentu dapat didayagunaken dan bertindak sebaga organisasi

ekonomi yang memberikan pzlayanan jasa dengan imbalan sebagai

sumber pendapatan daerah,
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan
2.4.1 Pengertian Pajak Bums dan Bangunan

Ada beberapa macam pengertian dan definisi mengenai pajak bumi
dan bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya
bergai definisi tersebut nﬁ@mpunyai infi dan maksud yang sama.
Diantara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan sebagai
berikut :

Menurut Erly Suanci (‘,;2(}05:{'51} Pajak bumi dan bangunan adalah
pajak yang bersifat kebendaan dan besamya pajak terutang ditentukan
oleh keadaan objek yattu bumi/tanah da bangunan. Keadaan subjek
(slapa yang membayar} t.idzﬂ% ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Valentina S.«";rézm_,e%ji Suryo (2006:14-2) Pajak bumi dan
bangunan adalah pajak yz-:e.::mg dikenakan atas bumi dan bangunan.
Subjek pajek dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperroleh manfaat dan
atau memiliki pepgussaan dan atau memperoleh manfaaat atas
bangunan.wajib pajak PEBE i:aeium tentu pemilik bumi atau bangunan,
tetapi dapat pula orang ataw badan yang memanfaatkan bumi dan

bangunan tersebut,
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tadi, pengertian-pengestian d:atas dapat distmpulkan bahwa pajak

bumi dan bangunan adalah papk yang dikenakan atas bumi dan

bangunan, besarnya pajak ditentikan olel keadaan objek yaitu bumi

tanah bangunan.

2.4.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pajsak burni dan bangunan (PBB) adalah Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994,

2.4.3 Objek PBB

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UJU PBB yang menjadi objek pajak

PBB adalah bumi dan bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan

tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga

dijadikan objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

diletalkkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Selanjutnya penjelasan pasal 1 ayat 2 UU PBB menguraikan lebih

lanjut mengenai pengertizn bangunan yang menjadi objek PBB adalah :

a.

Jalan lingkungan yang teretak pada suatu komplek suatu bangunan
sepertt hctel,; pabrik @a.x‘x emplasemennya dan lain-lain yang
merupakan satﬁ kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
Jalan tol |

Kolam renang

Pagar mewah .

Tempat olahraga
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Galangan kapal

Dermaga

Taman mewah

Tempat penampungar/kilangan minvak, air dan gas

Pipa minyak

2.4.4 Objek Yang Tidak Dikenakan PBE

Objek pajak yang tidak. dikenikan PBB adalah obijek pajak yang :

Digunakan semata-mata uniuk melayani kepentingan umum dan tidak

untuk mencari keuntungan, antarza lain :

a.

Di bidang keagamaan, s;épm‘ti masjid, gereja, wihara, dan lain-lain.
Di bidang sosial seperil panti asuhan

Di bidang keséhata;n seperit rumah sakit, puskesmas

Di bidang pendidikar :«:ﬁ"ﬁ}:}@‘f‘ﬁ inadrasah, pesantren, sekolah

D1 bidang kebudayaan nasiona® seperti rauseum, candi

Digunakan unijuk. kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya
Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah pengembalaan vang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dib@ﬁmai suatu hak

Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik

Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
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2.4.5 Sektor-sektor yang dikenckan Pajak Bunu dan Bangunan
Menurut Direktorat Jenderal Pajak tahun 2010 mengelompokkan
pajak bumi dan bangunan: herdasarkan karakteristik dalam berbagai
sektor yaitu perdc:;aan dan perkotaan, perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

4. Sektor pedesaan dan perkotmn adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yahg dirlike, dikuasal, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebuﬁzm, perhutanan dan pertambangan.

b.  Sektor perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam
budidaya pex‘kebunam baik yang dikelola badan usaha milik Negara
maupun Swasta. |

c. Sektor kehutanan adaﬂail abjek PBB dibidang usaha yang
menghasilkan koms)diias hasil hutan.

d. Sektor pertambangan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang
meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua
jenis golongan yaitu bahan galian strategis, bahan bagian vital dan
bahan galian lainnya

2.4.6 Subjek Pajak
Subjek pajak:PBB adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi
dan/atav  memiliki, mmngwggtmé dam/atau  memperoleh manfaat atas

bangunan. Hal ini berarti bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak
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bukan merupakan bukti kepemilikan. PBB melekat pada pemiliknya

meskipun dapat dialiltkan kepada penyewanya atau pihak lamn. Jika

suatu objek pajak belum diketahvi secara pasti siapa wapnb pajak nya,
maka vang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Beberapa ketentuan khusus mengenal siapa yang menjadi subjek pajak

diatur sebagai berikut :

a.  Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atan menggunakan bumi
dap/atau bangunan milik crang lain bukan kerena suatu hak
berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, objek
pajak vang memanfaatkan/menggunakan bumi dan/atau bangunan
ditetapkan sebagai wajib pajak.

b.  Suatu subjek pajak yang masih dalam sengkeia pemilikan di
pengadilan, maki orang atau badan yang
memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan
sebagai wajib pajak.

c.  Subjek pajak yang dalarn waktu lama berada di luar wilayah letak
objek pajak, secangkan unwuk merawat objek pajak tersebut
dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan
vang diberi Kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak

2.4.7 Pendafataran Objek dan Subjek Pajak
Dalam rangka menjaring wajib pajak ataupun untuk melakukan
ekstensifikasi jumlah wajib pajak ada dua hal vang dapat dilakukan

oleh Direktorat Jendral pajak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh



Kantor Pelayanan Pajak selaku uwmit pelaksana, yaitu melakukan
pendafiaran dan pendataan terhacdap objek dan subjek pajak.

D1 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
teniang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan
bangunan ketentuan mengenai pendaftaran objek dan subjek pajak
tercantum dalam Pasal 9 ayat | yang berbunyi sbagai berikut : * Dalam
rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya
dengan mengisi surat pemberitahuzn objek pajak™

Sesuat ketentuan fersebut maka subjek pajak yang memiliki/
menguasai/ memperoleh mamﬁm atas bumi dan/ ataw bangunan wajib
hukumnya untuk :mendaﬂmi‘kan objek pajaknya terrnasuk jati diriya
dengan cara mengisi formulir Sural Pemberitahuan Qbjek Pajak
(5POP). Dalam hal imi dapat dikstakan bahwa peran dan subjek pajak
lebih dominan daripada pesan aparat pajak (fiskus).

Setelah formulir SFOP tersebur diisi olch subjek pajak secara jelas,
benar dan lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya
maka harus dikembalikan ke tempal pengembaliannya paling lambat 30
hart setelah tanggal pengambilan. Setelah pengembalian formulir SPOP
kepada peiugas, subick ;pﬁjak akan menerima tanda terima
pengembalian SPOP.Apabila dalasn waktu tiga pulub hari formulir
terebut belum dikembalikmf{ oleh subjek pajak atau kuasanya maka

kepada subjek pajak atau kuasanya akan dikirimkan Surat Teguran
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untuk mengembalikan formuhir SPOP. Apabila setelah tanggal yang
tercantum didalzim Sural ’i"a’%guran sudah terlampaui dan formulir SPOP
tetap belum dikembalikan maka kantor pelayanan pajak pratama akan
menerbitkan  Surat K.@tefaﬁaﬂ Pajak (SKF) secara jabatan dengan
besarnva pajak diiﬁmbaﬂi denda administrasi sebesar 25% dan pokok
pajak. |
2.4.8 Tarif dasar pengenaan PBB

Tarif pajak bumi dan bizz.mgunan berdasarkan Pal 5 Undang-undang
Pajak Bumi dan Bangunan ﬁariff pajak yang dikenakan atas objek pajak
adalah tarif tungg::zﬂ sebesar ;(},S% (nol koma lima persen). Berdasarkan
ketentuan tarif ini-i pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai
dengan jumiah yang ciil«:e&n%xkamlya. Dengan kata lain semakin besar
jumlah yang dipakai se‘cn&.gz;:ié dasar pengenaan (NJOP) semakin besar
utang pajaknya, iakar:e tetap: kenaikan tersebut dipercleh dengan
persentase yang séma ({i,ﬁﬁ"%‘éy}; 'l"‘%zuif ini disebut juga tanf sebanding.
Kenaikan PBB yang terjadi setiap tahun adalah kama kenaikan dasar
pengenaan PBB (NJOP PBB) akibat naiknya harga tanah ataupun
kepaikan matarial dan upah %%mja wntuk bangenan.

2.4.9 Cara perhitungan PBB |

Berdasarkan pasal 7 EJ&dang—Undamg FBB besarnya pajak yang
terutang dihitung ciengzm cara ynengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual
Kena Pajak atau a%pabilgi dm%:sawkkﬂn dalam suwatu formula atau rumus

adalah sebagai berikut :
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PBE = Tarn{ x (NJOJP - NJOPTKP)

Yang dimaksud dengan :

il

Nilai Jual Objek Pajak (NIGP;

Merupakan dasar pengeraan PBB Besarnya NJOP ditetapkan
dengan pengklasifikastan atau penggolongan nilai jual rata-rata
bumi berupa tanak dan’ atau bangunan. Penentuan besarnya NJOP
mengacy  pada  keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor
523/KMK.04/1998 Lampiran 1A, IB, [1A, dan IIB. Faktor-faktor
yvang perlu  diperhatkan dalarn menentukan penggolongan
burni/tanah di antar.m}m adalah letak, peruntukan, pemanfaatan,
kondisi lingkungan, «dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor yang
perlu diperhatikan dafam menentukan penggolongan bangunan di
antaranya adalah bahan vang digunakan, rekavasa, letak, kondisi
linglungan, dan laia-lain.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP}

Merupakan jumlsh terientu yang digunakan scbagai dasar
penghitungan PBE. Milai Jual Kena Pajak dihtung dari suatu
persentase tertentu {assessmeni value) dari nilai jual yang
sebenarnya. Nilai Jual sebenarnya merupakan Nilai Jual Objek
Pajak setelah dikurangi dm'zgma Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena

Pajak.
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PBB = Tarf x NJP atan,
PBB = 0,5% x (20% » NJOP} atau.

PBB = 0,5% x (40% x NJOT)

Penjelasan :

d.

Pada formula atau rumas perhitungan nomor | merupakan formula
atau rumus perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-
Undang PBB

Perhitungan nomer 7 menjelaskan perjabaran lebih lanjut dari
formula atau rumus perhitungan nomor 1. Untuk objek pajak sektor
pedesaan dan perkotaun yang NJOPnya berada dibawah Rp |
Miliar

Formula atau rwmnus 'perbitungan nomor 3 juga merupakan
penjabaran dar i‘nm‘m}a perhitungan nomor 1. Untuk objek
pajaksekotr pedesean déu pericotaan yang NJOPnya Rp 1 Miliar
atau lebih |

Narnun karena adanya NJOPTKP maka formula atau rumus diatas

dapat diubah menjadi sebagai berknt :

1} PBE = Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

2} PBB=0,5% x 20% x {NJOP - NJOPTKP) atau

3) PBB=0,5% x 40% x (NJOP — NJOPTKP)

Berdasarkan UU Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),

karena keberadaan NIKP sudah tidak ada lagi maka formula atau rumus

perhitungannya adalah sehapa: berikut



36

o, Nilat Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajek (NJOPTIP)

Ketentuan NJOPTKP diatur dalam Pasal 3 ayat 3 dan ayat 4
Undang-undang PBB. dimana penyesuaian besamya NJOPTKEP ini
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 67/PME.03/2011 tanggal 4 April 2011 ditetapka
bahwa besarnya NIOPTKP adalah maksimum Rp 24 juta per Wajib
Pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek
pajak, vang diberikan NJIGPTKP hanya salah satu objek pajak yang
nilainya terbesar. i dalam memor penjelasan Undang-undang
PBB tidak discbutkan apakah keberadaan objek-objek pajak
tersebut hanya dalam sustu wilayah kabupaten/kota ataukah dalam
wilayah NKRI. Nmmm karcna ada ketentuan di dalam Peraturan
Menteri Keuangan ierscbut diatas bahwa penentuan besarnya
NJOPTEP tersebu: ditetapkan secara regional berarti objek-objek
yang dimiliki oleh wajiﬁ; pajak tersebut berada dalam wilayah satu
kabupaten/kota. Berdasarka Undang-undang Pajak Daerah dan
Retribust Daerah (PDRI} Pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 besarnya
NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Ep.10.000.000 untuk
setiap wajib pajak dan c%iﬁ:etapk;&n dengan Peraturan Daerah.

2.4.10 Penerbitan Surat Pemberitahvan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak, dan Surat Tagihan Paj&k
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atau yang disingkat

dengan SPPT PBB merupakan surat pemberitahuan kepada wajib pajak
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yang berisi keterangan fentang fuas tanah dan/atau bangunan, kelas
tanah dan/atau bangunar scrta besarnya pajak terutang yang harus
dibayar oleh wajib puajak. Penerbitan SPPT PBB melalui beberapa
tahapan sebagai berikut

I, Perekaman data den validasi

Dari hasil pendataan yaitu berupa formulir SPOP/LSPOP
yang telah diisi secars jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani
oleh subjek pajak atau kuasanya, kemudian dilakukan perekaman
ke dalam prograra kompuier. Hasil perekaman ini merupakan
sauatu daftar yang disebut Daftar Hasil Rekaman yang berisikan
data objek dan subjek pajak lengkap sampai dengan besamya PBB
terutang. Perckaman data SPOP/LSPOF biasanya dilakukan oleh
petugas operator data entry vaag terdiri dari beberapa orang etugas
yang dikoordinir oieh seorang peiugas operator console.

Daftar Hasil Rekaman ini kemudian divalidasi. Pekerjaan
validasi dilakukan oleh peiugas validasi yang berbeda dengan
petugas entry data. Validasi ditakukan dengan mencocokkan daftar
hasil rekaman dengan isian yang ada di formulir SPOP/LSPOP,
Apabila lerdapa ketdakeoeokan maka daftar hasil rekaman akan
dikembalikan ke petugas entry data untuk diperbaiki kembali atau

diadakan perckaman kembali data yang belum sesuai.



2. Penerbitan Surat Pembearitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB

Setelaﬁ pe!«:a::gz@;ﬁm vialidast Daftar Hasil REekaman selesar
tuntas, dalam: arti t:dak terdepat lags kesalahan dalam erckaman
data, maka Surat Pemberitabuan Pajak Terutang PBB {(SPPT PBB)
dapat dizerbitkan. Penerbitan surat tnr secara massal biasanya pada
awal tahun anggaran.

Sedangkan surat ketctapan pajak atau disingkat SKP
merupakan surat ketetapan vang diterbitkan karena wajib pajak
tidak mengembalikan : SPOF/LSPOP  setelah menerima  surat
teguran atav mengembalikan SPOP/LSPOP namun sstelah terbit
SPPT PBB dan diadakan pemenksaan ternyata tidak benar. Maka
Dircktorat Jeadral Pajak dapst menerbitkan Surat Tagihan Pajak
PBB (STP PBBE} apabila setelah jatub tempo pembayaran SPPT
ataupun SKP, wajib pajak belum melakukan pembayaran PBR
terutang,

2.4.11 Keberatan, Randing dan Peagurangan PEB
1. Keberatan
Mengajukan keberatan zpabila wajib pajak  mendapatkan
kesalahan data di dalam SPPT yang diterimanya misalnya
kesalahan Iuas tanah, juas bangunan, klasifikasi tanah maupun
bangunan. Pada dasarnva keberatan vang diajukan oleh wajib

pajak mengandung arti bahwa wajib pajak tidak sependapat
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dengan fiskus (aparat pajak) atas isi SPPT PBB atau SKP PBB

karena tisak: sesuar dengan keadaan sebenarnya mengenai -

Luas objek bumi @i.an bangunan; klasifikasi/NJOP bumi dan
bangunan

Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan
perundang-umia‘mg:::m misalnya:  penetapan  subjek  pajak
sebagai u:fa_;'ib p&jaﬁ;’:, obpek pajak seharusnya tidak kena PBB,
penerapan NJKP s{;?f:,ﬁ% zﬁzzu 40%), Standar Investasi Tanaman
(SIT) unﬁ.}k sekior :j;mrkébunan, biaya eksploitasi untuk sekotr
pertambaﬁgani pm&ém:u&ﬁl saat pajak ferutang, tanggal jatuh

tempo pembayaran, dan lain-lain.

Tata cara pengajuan keberatan diatur sebagai berikut

d.

Keberatar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Kepala Kamtor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
yang menerbithan S;PP‘T dan SKP dengan menvyatakan alas an
keberatan secara jelas disertai bukti dan data yang mendukung
Keberatan: diajuka:né dala jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal di.ﬁeﬁmamyaf:%i;{’i’”lf atau SKP oleh wajib pajak, kecuali
apabila xvéjib paja%c;dapai menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuli karena keadaan luar kekuasaan

Apabila tex@nyata bai:é:‘:; wakiu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat
dipenuhi oleh wggg;;b pajak  karena keadaan di luar

kekuasaannya (ﬁt‘omeﬁ major), Kepala Kantor Pelayanan Pajak
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Bumi dan Bangmﬁ;‘an masth dapat memperiimbangkan dan
meminta wajih pazak untuk melengkapi persyaratan tersebut
dalam batas waktu terrentu,

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat
Dircktorat Jendtzmﬁ; Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda
pengiriman sural keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda
bukti penerimaan surat keberatan tersebut untuk kepentingan
wajib pajak

Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan PBB akan
menerbitkan Surat Keputusan atas keberatan tersebut selama-
lamanya :12 {duz belas} bulan sejak pengajuan keberatan
diterima

Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
Keputusan Direkiur } enderal Pajak atas keberatan dapat berupa
menolak, meperima sebagian, menerima selumimya, atau
menambah besamya.; pajak ferutang

Apabila dalam jan.gﬁiw, waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat
dan Dirckiur Jendral Pajak tdak member satu keputusan,
keberatan ;exrsehut d igzmgg&p diterima

Pengajuan kebemmn tidakx menunda kewajiban membayar

pajak
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banding

Wajib pajak vang tidak setuju atas keputusan keberatan yang
diterima Direktorat jenderal Pajak dapat mengajukan banding ke
pengadilan pajak. Pengajuan permohonan banding diajukan
paling lama dalam wakiu 3 (tiga) bulan sejak ditennmanya surat
keputusan keberatan dan Direktorat Jendral Pajak, kecuali wajib
pajak dapat menunjukkan bukti babwa jangka waktu tersebut
terlampaul karepa diuar kekuasannya. Sama halaya dengan
pengajuan keberaten, pernmoionan banding juga digjukan untuk
setiap satu surat keputusan keberatan, satu surat permohonan
bandmg. Permohonan banding dari wajib pajak dip roses dalam
jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak citerimanyya
permohonan : tersebut. Apabila jangka wakiu duabelas bulan
terlampaui, maka permohonan banding dari wajib pajak dianggap
dikabulkan.

Bagl pihak-pihak yang tidak puas atas putusan banding
yvang diputuskan oleh Pengadilan Pajak dapat mengajukan
permohonan pc:nimjzmzm kembali kepada Makhamah Agung.
Alasan untuk :mengajz‘ﬂgm peninjauna kembali antara ain karena
terdapat bukti tertulis baru yarg penting dan bersifat menentukan,
yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak

akan menghasilakn putusan yang berbeda.Permohonan ini diajukan
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dala m tenggang wakiu 90 :‘( sembilan puluh) han kerja terhitung

sejak ditemukan bukf: E;@ﬁ'ulié baru tersebut.

. Pengurangan |

Didalam  Undang-undang PBB  ketentuan  mengenat
pengurangan | PB3 diatur dalam  Pasal 19 dimana Menteri
Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang
karena kondisi tertentu onjek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atan km'@m sebab-sebab tertentu lainnya dan juga
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa.

Seianjﬁmy& ketentuan mengena: pemberian pengurangan
pajak ini dié‘tur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
IIOIPMK/.O?H%ZOOQ !angga} 17 Jumi 2009, Didalaim peraturan ini
yang dimaksgid dengan koncisi tertentu objek pajak yang ada
hubungannya dengan &%ubjek pajak dan/atau Karen sebab-sebab
tertentu antara lain .

a. Objek paj;ak: yang dikuasai, dimiliki atau dimanfaatkan oleh
wajib pajak veteran pejuang dan pebela kemerdekaan,
termasuk jgndaﬁdudemya. :

b. Objek paj%ak bmupzﬁ lahar: pertanian/ perkebunan/ perikanan/
petemakari/ yang Emsﬂnya sangat terbatas yang wajib pajaknya

orang pribadi yang berpenghasilan rendah



¢. Objek pajak vang wajib pajaknya orang pribadi  yang
penghasilannva semata-mata berasal dart pensiunan sehingga
kewajiban PBBnva sulit dipenuhi

d. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan  rendah  sehingga kewajiban PBBnya sulit
dipenulu

e. Objek pajak yang wajib pajaknya crang pribad: berpenghastlan
rencah yang Nilai Jua Objek Pajak per meter perseginya
meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif
pembanguan

f.  Objek pajak vang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan
yvang mengalami kerugizn dan kesulitan likuiditas tahun pajak
sebelumnya, sshingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
perusahaan.

Eesarnya penguf&agan untuk kondisi objek pajak seperti
tersebut di atas dapat diberikan pengurangan yang besarnya
maksimum 75%, kecusly bagi veteran pejuang kemerdekaan dan
veteran pembela kemordekasn vang diberi glar kehormatan maka
mereka diberi pengurangan sebesar 75%.

Selanjuinya terhiadap objek pajak yang ferkena bencana
alam seperti gempa %?:tumiﬁ. banjir, tanah longsor atau sebab-sebab
lain yang luar biasa sep@r?s:é kebakaran, kekeringan, wabah penyakit

dan hama tanaman dapat diberikan pengurangan maksimum 1005
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tergantung konduisi setelab terjadi benca atau sebab-sebab lain

yang luar biasa tersebut

2.4.12 Restitusi (pengembalian kelebihan bayar) dan Imbalan Bunga

1. Restituss

Tata cara pengembalian kelebihan bayar (restitusi) diatur

dalamnPeraturan  Meniert Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011

tanggal 24 Januari 2001 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali

Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Kelebihan pembayran PBB dapat dikembalikan dalam hal

terdapat::

a.

PBE yang lebih Eﬁayaz‘ karena diterbitkan Surat Keputusan
Kelebihan Pembayaran PEB (SKKP PEB)

PBB yang lebilh bayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan, Puiusan banding, atau Putusan peninjauan kembali
oleh Makhamszh &gﬁng

PBE yang lebik b;z?eyar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pemberian Pengurangan

PBE yang lebih bé}far karena diterbitkan Surat Keputusan
Pengurangan Dend‘z;.. Administrasi

PBB yang lebik hﬁyar karena diterbitkan Surat Keputusan

Pembetulan PER
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f  PBB yaag lebih E%u.zyarz <arcna diterbitkan Surat Keputusan
Pen;gurmégan :*"Sami\;::::é daﬁ Administrasi atau Surat Keputusan
Penghapusan t’ﬁéank%i Adz;ninistrasi

g. PBB yang lehh E}ayarfk.arcna diterbitkan Surat Kepututsan
Pengurangan Su.rém Kit’ftetapan Pajak PEB  atau Surat
Kepututsan I’c:zx:nbafzs%z‘m E::;ura{ Ketetapan Pajak PBB

h. PBE yaﬁg febin é}azyarékarena diterbitkan Surat Keputusan
Pengurangan Eiiumi;‘"fzzigz";lfm Pajak PBB atau Surat Keputusan
Pembatalan Surat ']‘fz‘.a_gihefx.:m Pajak PB3

Wajib pajak akan mengajukan restitusi harus mengajukan
permchonan - sccara .%:.rtuiié dalam bahasa Indonesia kepada

Direktur Jendral Pajak: metélui Kepala Kantor Peias/anan Pajak

Pratama yang wilayahﬂjfa meliputi letak tanah dan bangunan.

Imbalan Bunga

Sebab-sebab adéfu?;ya :imba]an bunga kepada wajib pajak
adalah szbagai bertkut

a. Keterlambatan penerbitzn  Surar Keputusan Kelebihan
Pembayaran %’Ei}}%é (SK?}{;P PBB). Imbalan bunga yang
diberikan  adalah Schcsa?" 2% sebulan yang dihitung sejak
berakhirnya masa "i.? (dua belas) bulan setelsh permohonan

diterima sampai dengan terbitnya SKKP PEB.

b. Keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan

Pembayaran PBRE {'SPM%&P PBB). Paling lambat. satu bulan
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setelah terbit SKKP PBB maka harus diterbitkan SPMKP
PBB. Apabila penerbitaaSPMKP PBB ini terlambat maka
kepada wajib pajak imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan uang dibitung sejak berakhirnya satu bulan dari
terbitnya SKKP }‘-’B:E% sampar dengen terbiinya SPMKP PBB

¢. Adanya kelebihan pembayaran PBB karena permohonan
keberatan atau pez}mohmlan banding dikabulkan seluruhnya
ataub sebagian. Imﬁaﬁm bunga diberikan kepada wajib pajak
sebesar 2% (dua persen) per bulan maksimum 24 (dua puluh
empat} bulab vyang dihitung sejak pembayaran yang
menyebabkan kelebiha bayar sampai dengan terbit Surat
Keputusan Keberatap aton Putusan banding

d. Kelebihan pembayaran  sanksi  administrasi  karena
pengurangan atau ;panghapusan schagail akibat diterbitkan
Kepututs:ap Keberatan atau putusan bandig. Imabalan bunga
diberikan sebesar 2% (dua persen) per bulan maksimum untuk
masa 24 (dua pulal empat) bulan sejak pembayara yang
mengakibz}tkan kelebihan  pembayaran  sempai  dengan
terbitnya Keputusan Pengurangan atau Penghapqsan Sanksi
Administrasi

2.4.13 Sanksi Admigistrasi den Smﬁ\:si Pidana
Pihak-pihak yang berkaitan dengan PBB ( pejabat atau aparatur,

wajib pajak, maupun pﬂmkifxaﬁn} yang melakukan pelanggaran akan



47

dikenakan sanksi. Sanksi vang diberikan kepada pihak-pihak tersebut

dapat berupa sanksi adim:nistrasi dan sanksi pidana.

Pejabat yang. dalam jabatannya atau tugasnya berkaitan secara
langsung dengan objek pejak (tercin atas Camat sebagai pembuat akta
ianah, Notaris/pejabat pembual akta tanah) wajib :

a. Meayampaikan leporan buienan mengenal semua mutasi dan
perubahan keadaan objek pajak secara tertuis kepada Direktorat
Jenderal Pajak vang wiiéyah kerjanya meliputi letak objek pajak.

b. Member keterangun vang diperlukan atas permintaan Direktorat
Jenderal Pajak.

Bagi pejabai yang tdak memenuhi kewajiban seperti im
keterangan diatas maka aken dikenakan sanksi menurut peraturan
perundang-undangan ying berlaku. Secara khusus , apabila pejabat yng
bersangkutan tidak merpeslihatkar atau tidek menyampaikan dokumen
yang diperlukan dz:an tidak menunjukkan data ateu tidak menyampaikan
keterangan yang céliperiukmz', maka dipidana selama-lamanya 1 (satu)
tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000 (dua jata rupiah).

Bagi wajib pajak yang karena fealpaanaya sehingga menimbulkan
kerugian pada negara, dalam fal :

a. Tidak mengembalikan SPOP

b. Men gembalikaﬁn SPOP ta:*:mpi :sinya tidalk benar atau tidak lengkap
Bagi waiib pajak yamg karena sengaja sehingga menimbulkan

kerugian pada negara, dalam hal .
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a.  Tidak mengembalikan SPOP.

b, Mengembalikan SPOP i.&:{iipifiriiﬂyzk tidak benar atau tidak lengkap

¢.  Memperlihatkan surat palsu atau dokumen palsu

d. Tidak memperlihaskan surat ;?:itat.l dokumen yang diperlukan

e Tidak manyampaikan k@i@ran:gan vang diperlukan

Maka mendapat sanksi pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua)

tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak vang terutang.

2.5 Kerangka Berfikir

Garnbar 1

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan {PBB)

Dampak penerimaan PER terhadap Pendapatan
Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak

Sumber : Buku pgjzk bumi Edan bangunan dalam tataran prakiis

Drs. Darwin
Penerimaan pajak E?umi dan _%?ang;}uman adalah pembayaran/penyetoran
PBB dalam ! (satu) tahun oleh wajib pajak bumi dan bangunan tahun di
bank/pos yang telah ditunjuk olch ;Menécn’ Keuvangan dan telah mendapatkan
MNomor Transakst penerimaan Negara Sérta telah dilakukan rekonsilisasi oleh
Direktorat Jenderal Perbenda%mrm:‘;m» Délam APBD, penerimaan pajak bumi
dan bangunan dimasukkar kedalam k@i@mpok penerimaan daerah dari bagi

hasil pzajak. Ini berdasarkan pada ULT No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah
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dan retribusi daerah yang baru, bahwa sclama i PBB merupakan pajak pusat
namun hampir seluruk penerimaannva diserahkan kepada daerah, Tujuan
pengalihan pengeiolaaﬁ PEB menjach pajakdaerahsesuar dengan undang-
undang pajak daerah dan reiribusi dacrah  yaitu: Untuk meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah memberikan peluang baru
kepada daerah untuk mengamxkén pungutan baru (menambah jenis pajak
daerab dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar
dalam perpajakan dan reiribusi- dengan memperluas basis pajak daerah,
memberikan kewenangan k@’p&dﬂ;diier'ﬁh dalam penetapan tanf pajak daerah
dan menyerahkan ﬁmgsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan
pengaturan pada daerah. Untuk ‘pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor
perkebunan, perbutanag dan pertambangan masih merupakan pajak pusat.
Dengan dijadikannya PBB peﬁ:‘é@gmn dan perkotaan menjadi pajak daerah
pada Dinas Pelayanan Pajak Peovinsi DKI Jakarta diharapkan penerimaan
pajak jenis ini memiliki dampek signifikan untuk pendapatan asli daerah

(PAD).



